
 

 

 

 
 

WALI KOTA BANJARBARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU 

NOMOR   86   TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 74 TAHUN 2023  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 

ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 
KELUARGA BERENCANA KOTA BANJARBARU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BANJARBARU,  
 
Menimbang : a.  bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan 

efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan Kota 
Banjarbaru dan pelayanan publik, perlu dilakukan 
Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor  74 
Tahun 2023 Tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 
tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 
2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 
Banjarbaru; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang                   

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II 
Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3822); 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Undang-Undang... 
 

SALINAN 
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  2. 
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

  7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat 
Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (Lembaran Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 826); 

 

 

 

 

8. Peraturan Kepala... 
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  8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas 

Pengendalian dan Keluarga Berencana di Daerah 
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
1266); 

  9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah 
Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Organisasi  Perangkat Daerah Kota 
Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 
2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Banjarbaru Nomor 132); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 74 TAHPUN 2023 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 
BERENCANA KOTA BANJARBARU. 

 
 

Pasal I  
 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 74 Tahun 
2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta 
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan 
Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  (Berita Daerah 
Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 74) diubah sebagai berikut: 

 

1. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 3 
(1) Wali Kota Banjarbaru membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana. 

(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan 
Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga  Berencana terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri dari: 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

 
 
 
 

2. Sub Bagian... 
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2. Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, terdiri dari: 

1. Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; 
2. Seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan. 

d. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari: 
1. Seksi Perlindungan Anak; 
2. Seksi Pemenuhan Hak Anak. 

e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari: 
1. Seksi Kelembagaan Masyarakat; 
2. Seksi Ketahanan Masyarakat. 

f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari: 
1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; 
2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB; 
3. Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Pembinaan Kesertaan KB. 

g. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari: 
1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia; 
2. Seksi Bina Ketahanan Remaja dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera. 

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan 

i. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini. 

 

2. Pasal 15 dihapus. 
 

Pasal II 
Peraturan Wali KPota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru. 

 
 

 Ditetapkan di   Banjarbaru 
pada tanggal 28 Desember 2023 

 WALI KOTA BANJARBARU, 
 

TTD          
 

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN   
 
 
Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal 28 Desember 2023 

SEKRETARIS DAERAH, 
         
 TTD 
 
SAID ABDULLAH 

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 86 

 
 
 
 
 

Lampiran...



Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru 

   Nomor   : 86 Tahun 2023 
  Tanggal : 28 Desember 2023 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

WALI KOTA BANJARBARU, 

TTD 

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  

 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN 

 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

 

SEKSI PEMBERDAYAAN DAN 

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP 

PEREMPUAN 

SEKSI PERLINDUNGAN ANAK SEKSI KELEMBAGAAN 

MASYARAKAT 

SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK 

DAN INFORMASI KELUARGA 

SEKSI BINA KETAHANAN 

KELUARGA, BALITA, ANAK DAN 

LANSIA 

BIDANG 
KETAHANAN DAN 

KESEJAHTERAAN KELUARGA 

BIDANG 
PENGENDALIAN PENDUDUK 
DAN KELUARGA BERENCANA 

BIDANG 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

BIDANG 
PERLINDUNGAN DAN 

PEMENUHAN HAK ANAK 

BIDANG 
PEMBERDAYAAN DAN 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

SEKSI PERLINDUNGAN DAN 

ADVOKASI PEREMPUAN 

SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK SEKSI KETAHANAN MASYARAKAT SEKSI PENYULUHAN DAN 

PENDAYAGUNAAN PKB/PLKB DAN 

KADER KB 

SEKSI BINA KETAHANAN REMAJA 

DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA 

SEJAHTERA 

SEKSI JAMINAN PELAYANAN KB 

DAN PEMBINAAN KESERTAAN KB 

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI DINAS 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 
PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK 
DAN KELUARGA BERENCANA  
 

 

 
                

                  
   


